SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung Nomor : 188.44/974/BAKUDA/2021 tentang
Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor:
188.44/655/BAKUDA/2021 tentang Pemberian Belanja Bantuan
Keuangan kepada Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2021 dan mempedomani Peraturan Bupati Belitung
Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu merubah Peraturan Bupati
Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang tl:’ajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2'015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2

000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Reput
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan At
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Neg
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lem
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 t
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repub
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tent
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Repulk

D Nomor 210,
omor 4028);

DOS tentang
sebagaimana
blik Indonesia
as Peraturan
Pengelolaan
rara Republik
baran Negara

entang Dana
a Tahun 2005
lik Indonesia

ang Bantuan
lik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repul
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Net
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentaz
dan

itang Standar
ylik Indonesia
gara Republik

ng Pembinaan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 |tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repu
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Ne
Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);

blik Indonesia
gara Republik




15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019

tentang

Pengelolaan Keuangan Darah (Lembaran Neg:lu'a Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lem
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (]
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan das
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran
Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Ke
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Be
Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentan
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja D
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Ds
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun
Pengelompokan Kemampuan Keuangan  De
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Oper
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 10

Peraturan Menteri Dalam Negeri

baran Negara

2020 tentang
Berita Negara

2021 tentang
crah tentang

Rancangan
1 Pendapatan
>pala Daerah
lanja Daerah,
g Penjabaran
aerah (Berita

);
2012 tentang
erah (Berita
s
2017 tentang
erah serta
sional (Berita
7);

omor 36

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeral
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, daj
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keu
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
630);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Repul
Tahun 2020 Nomor 888);

h, dan Tertib
n Laporan
angan Partai
2018 Nomor

2020 tentang
dan Belanja
blik Indonesia

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun
2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur

Tahun 2007

Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

2007 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur No
2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

mor 3 Tahun
dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 No

mor 96);




MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI
BELITUNG TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG

PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I-

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2021
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 54)

diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

semula sebesar Rp.952.857.861.017 bertambah sebesar Rp.38.900.
menjadi Rp.952.896.761.017, dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah
a. Semula Rp.847.572.698.159
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 38.900.000
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp.847.61
2. Belanja Daerah
a. Semula Rp. 952.857.861.017
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 38.900.000
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 952.896.761
3. Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan

a.

1) Semula Rp.105.285.162.858
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah
Rp.105.285.162.858
b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp. 0
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp.105.28

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Belitung Timur Nom
2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be
Tahun Anggaran 2021 diubah sebagaimana tercantum dalam La
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

000 sehingga

1.598.159

017

perubahan

5.162.858

1or 54 Tahun
lanja Daerah
mpiran yang




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 November 2021

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 23 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 66

( IAN HUKUM,

0604 1 005




